
BUPATI BARITO TIMUR
FROVIHSI KALIMANTAIV ?Efi GAH

PENATUBAIT BUTATI BA.*ITO rIMUB
NOMOR g TAI{UH 2OA7

TEIIITANG
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PT"'AK DAERAII DAIT BTTRIBUSI DADRA}I KS DESA

DEITGA!$ RAH}IAT TTTHAI{ Y*IYG IIIAITA ESA

Menimbang

BUPATI EARITO TIfiIUR,

: a. bahwa berciassrl<an keient,ran Pasai 72 ayat {1} huruf c dan
Ayat (2) Undang - Undang hor&or 6 Tahun 2C14 tentang Desa ,
salah satu sumber pendi,patan Desa adalah berdasarkan
alokasi bagian dari hasrl pajak dan retribusi daearah
kabupaten kepada desa paling sedikit 1.Ao/o (sepuluh
perseratus) dari realisasi pe rerimaan hasil Fajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten;

b, bahwa berdasarkan keter:';uan Pasal 97 Ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 'lahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Llndang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang
Desa; keterttuan mengenai s.ta cara pengalokasian bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa
dengan Peratrrran Bupati;

c. bahrva berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hulrf a dan hun;f b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengaiokasian dan Penyaluran
Bagran Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke
Desa.

Mengingat 1. Undang-tJndang Nomor li Tahun 2AO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupat*n Pulang Pise"rl, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupate.n Barito TimrL;- di Propinsi Kalimantan Tengah
(Lembararn Negara Rept l>1ik Indonesia Tahun 2OAZ Nornor
18, Tambahan Lembara,: Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);
Undang-lJndang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
{Lembaran Negara Reputdik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor- 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun :tO14 Nomor '.,44, Tambahan Lembaran Negara

2.

J.



4.

5.

6.

Republik Indonesia Nomor i587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengarr Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentarrg Perubahan I.r:dua Atas Undan-Undang Nomor
23 Tahun 2AL4 tentang tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran liegara Repubrli} Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Ne'rara Republik lndonesia Nomor
567e!;
Undang-Undang Nomor 30 lahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran l,iegara Tahun 2A14 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negal';r Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah N:,mor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaatr Keuangan D; r;rah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 l rlmor 14O, Tarnbahan Lembaran
Negara Rep,ublik indonesia tlomor a578);
Peraturan Pemerintah N(,nor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undrrng Nomor 6 Tahun 2CII4 tentang
Desa {I-errrbaran Negara lepublik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 12fi, Tambahan Le:rbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55:i9)), sebagaimarra telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Taltun 2Q15 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah F r)rnor 43 Tahun 2014 tentang
Perafuran Pelaksanaan Untlang-Undang Nomor 6 Tahun 2A74
tentang D,:sa {Lembaran },Iegara Republik Indonesia Tahun
2015 Nonror 157, Tamberhan Lembaran Negara Republik
Indonesia ldomor 5717 );
Peraturan Mernteri Dalar:t Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perloman Perrggelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberrrpa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalar: Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedt;l Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Kr:uangan Ncmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Da -'rah;
Peraturan Menteri Dalar: Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang R:ngelolaan Keua rlgan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 No:ror 2093);
Peraturan Menteri Dalan. Negeri Repubiik indonesia Nomor
56 Tahun 2015 tentang l..,>de dan Data Wiiayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Neg;ra Republik indonesia Tahun 2015
Nomor 1(),15);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ,

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2OL6 Tentang indeks Desa
Membangun i Berita Negrra Republik Incionesia Tahun 2016
Nomor 300).

MEMUTUSIiIN:

PERATURAN BIjPATI TENTII)IG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DABRAH KE DESA.

7.

8.

g.

10.

Menetapkan

BAB I
KETEXTUAIT UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang rlimaksud derigan :

1. Daerah adalah Kabupaten ilarrto Timur.



2.
3.
4.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Bupati adalah Bupati Barito Timur.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD
adalah Dinas yang membidangi urusan pem( rintahan desa
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Barito Timur.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat setlagai perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur.

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang beradil diwilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan firengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyaw€ratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingarr masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormatr dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

lO.Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Perrnusyawaratan Desa.

11.Badan Permusyawaratan Desa adalah lerrbaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desasebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yarlg berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut.

l3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ya.ng selanjutnya disingkat APB Desa
adalah Recana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Brrdan Permusyawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

l4.Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil l'>ajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah pedomam yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan,
penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

l5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

l6.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selarjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yar.g ditentukan berdasarkan beberapa
variabel independen.

18.Variabel independen adalah indikator yanfi akan menentukan bobot Desa.
19. Variabel independen adalah Variabel urtuk menentukan nilai bobot Desa,

antara lain : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan
IKG (Indek Kemahalan Geografis).

20. Koefisien Varibel adalah koehsien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk
setiap variabel.

5.



BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dat:rah yang menjadi bagian Desa
ditetapkan sebagai berikut :

a. lOo/o (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah;
b. 7Oo/o (sepuluh perseratus) dari penerimaan re -ribusi daerah.

BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah :

a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama
untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;

b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara Proporsional
berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dit.itung dengan rumus dan variabel-
variabel yang selanjutnya disebut BHPRF.

(2) Rumus untuk menentukan pajak daerah rlan retribusi daerah adalah sebagai
berikut :

a. BHX = BHPRM + BHPRPX
Keterangan :
BHX : Bagi Hasil untuk Desa X
BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang literima Desa.
BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional rntuk Desa X.

b. BHPRX = BDX x ( BH - EBHPR I
Keterangan :
BHPRk : Bagi Hasil proporsional rrntuk Desa X
BDx : Nilai Bobot Desa untuk DesrL X
BHPR : Total Bagi Hasil untuk Katrupaten
DBHPR : Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.

(3) Besarnya penetapan Bagian Desa dari Darra Bagi Hasil Sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputuszm Bupati.

(4) Besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur
sebesar 600/o (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 4Oo/o (empat
puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan Luas Wilayah,
Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan IKG (Indek Kemahalan
Geografis)

(5) Penetapan besaran alokasi Bagian Desrr dari Dana bagi Hasil sebagimana
dimaksud pada ayat (3), disosialisasikzm Kepada Pemerintah desa melalui
kecamatan.



ti)

{2}

{3}

BAB TV
PENGELOLAAT{ DANA SAGI HAS,IL PAJAI{ DAER.AH

DAN RETRIBUSI DA.ERAH

Pasal 4
Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pa,rk Daerah dari Retribusi Daerah
merupakan tanggung jawab K':pala Desa Sel rku Pemegang Kekuasaan umum
Keuangan Desa.

BAB V
MEKAIIISME PEITCAIRAIIS DA {TA PET{YALURAI\I

P:Lsal 5

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi D,ter&h dianggarkan dalam ang{laran
Fendapatan dan Belanja Daerah pa<Ia setiap Taliun Anggaran.

Fasal 6

Pengajuan Dana Hasil Bagi Pajak daerah d, n Retribusi daerah dilakukan oleh
Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalanr Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah d,,n Retribusi Daerah dilakukan oleh
Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Carnat.
Pengajuan Permohonan Dana bagi Hasil Paj;:k dan Retribusi sebagaimana di
maksud pada ayat {2) dilakukan dengan cirra pemindahbukuan dari Rekening
Pengeluarar Pemerintah Kabupaten ke Rekt,ning Kas Desa.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaiarnana dimaksud rlalam Pasal 6 Cilakukan cara satu ka-li transfer
sebesar 1OO% (seratus persen).
Penyaluran l)ana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1) dilakukan seteiirh APBD Kabupaten di undangkan
dengan mengikuti realiasasi dari Pajak dari Retribusi Daerah.
Kurang saiur/lebih serlur Dana F rrsil Bagi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebag.rimana dimaksrrd pada ayat tU diperhitungkan
dengan Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak f aerah dan Retribusi Daerah tahun
anggaran berikutnya.

Alokasi Dana Hasil Brrgi Pajak Daer;.h dan Retribusi Daerah kurang
salur/1ebih salur untuk mrising-masing de;a ditetapkan Kepufusan Bupati.

Pasal 8
Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Hrrsil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, adalah sebagai berikur:
a. Surat/nota permintaan pencrbitan SPD dar DPMD;
b. Surat Keputusan Bupati lentang Penetalnn Rincian Dana Hasil Bagi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa : e-Kabupaten;
c. Kepala Desa mengajukan permohonan penya luran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sesrtai dengan Tahz.pannya kepada Bupati C.q Kepala
DPMD meiaiui Camat dengirn melampirkan
1. Salinan Fotocopy rekerring bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan

Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retri:usi Daerah.

(21

{4)

{s}



BAB VI
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Dana Bagi hasil Pajak Daerah dipergunakan unt,rk Penyertaan Modal Badan Usaha
Milik Desa (1o0yo) dan untuk lebih lanjut tentang petunjuk penggunaannya di atur
dalam Peraturan Bupati tentang BUMDes bagi Desa Se-Kabupaten Barito Timur.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSATIAAN

Pasal 1O

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 11

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran ftana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dilaksanakan menurut ketentuan liang mengatur tentang Pedoman
Pengelolaaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAIIIABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungj a'nraban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Bentuk pelaporan atas kegiatan - kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi
penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB f,'(
PEMBINAAN DAN PENGAUIASAN

Pasal 14

{1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Deszr.

(21 Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Dilerah kepada Desa.

(3) Untuk melaksanakan pembinaan pengelolil dana bagi hasil pajak dan restribusi
daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina dan
Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15,

Pembinaan Kabupaten sebagaimana dimaksut Pasal 14 ayat (2 dan (3)) meliputi :



a. Memberikan pedoman teknis pengelola Dana Bagr Hasil Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah kepada Desa;

b. Memberi bimbingan dan pelatihan dan penvelenggaraan keuangan dana Bagt
Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;

c. Membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagr Hasi Pajak dan Restibusi
Daerah Kepada Desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimakdud dalam pasal L4 ayat
(2) dan (3) meliputi : J

a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagr Hasil Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah kepada Desa;

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagr Hasil Pdak Daerah dan Restibusi
Daeran kepada Desa;

c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagr Hasil Pqiak Daerah dan Restribusi Daerah
kepada Desa;

d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan
dana Bagr Hasil Pajak Daerah dan Restibusi Daerah kepada Desa.

BAB X
PEITUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retnbusi Derah kepada Desa tercantum
dalam lampiran merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Ditetapkan di Tamian g Layffig
pada tanggal 2b A*tL 2ALT

Diundangkan di Tamiang l,ayang
Pada tanggal lb APRtt 2OtT

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

{
ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO ITTUUN TAHUN 2OL7 NOMOR ..0...



IAMPIRAN I PE,TBAnEAOT BUPATI BARITOTIMUR

NoMoR : B rAtiUN*o(?
TANGGAL: eg APfAL *ottl
TENTANGT tArA eAB+ pe{r6ALoF}ASrA}J DAo PENyALURAI.IbAa*N DASI HAsiL PAs^t< DAgBAtt DA}', FgTRIBUS' oAegAt/t tee pEg(

Pagu Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Bagi Pemerintah Desa TA. 2017

Peruntukan BUMDesa

ula

Pagu DBHP per-

DesaNo

(1)

Nama DesB

(2)

Jumlah P€nduduk lumlah Penduduk Mbkln Luas wllayah IKG Alokasl

Berdasarkan

Formula 40%50%

(3t

Jumlah
Pendudul

Raslo rumlah

Penduduk
Bobot

Jumlah

Penduduk
Raslo Jumlah

Penduduk Mlskll
Bobot

Iuas
wllayah

Raslo luas
wllayah

Bobd
lndeks

l(esulltan

Raslo lndeks

Nesulhan Bobot
Total Bobot

t4) (s) (6) (7t (8) (e) ua) (11) (12) (13) (14) t1s)
16) = (6) +(s)
+ l12l + l15l

(171 UBt= l3l + 117)

oiass87s1:

40,14

25,65

35,19

48,80

39,16

37,34

48,67

22,04

3S,66

46,12

50,11

0,010 0.00292617tTECAMATAN DUSUN TIMUR o.013 34.4t7.934 74.559.800

-*-q11tr€9q56,759.8002
_lu!4!t4r4 *_

SARAPAT

$_utn19
40.131,848

_-__-_416
505

o0048 0,0012052r 0,01051125S 0.00371394 182,63

0,0070

o.0151

0,00175575!
0.00377519:

38 0.005679271 0,00198774! 40.20 0.02151212/ 0,0021s121 0,007 - 0,00204508i 0,008 21.455.049

ta o-o02590141 0,00094155 qo 44 0,024258564

0,01209568f
!.918!992!9

0,002425856
o.00120955t

0,00E 0,010 )6.627.972
3 40.131.848 1.303

0,006 0,o017326: 0.012 31.715.165 71.847.000
4 40.131.444 2,565 o.02s7 o.oo743449: 26 0,o0388581i 0.00136003(

0.00237712S 0.013 34,389.755 74.521.500
40 1,848 2.391 0,0277 0,00692746: 50 0,a07472725 0.002615454 o-oo080637s

0,011

0,009

0,008

0,006

22.164,026 52.295.900

I
7

40. 31.848 1.054 0.0123 0.003082735 22 0.003287999 0,001150r 25.0S 0,00057198i
0 002645,101 17.418,355 57.550,200

DIDI 40.131.848 591 o0068 o,001712309 o.oo414472( 0,001464554 o,0i9lll9e(
0,qg53g{91
0,00755059!

0,00062494r 990!
0,011

0,005

0.007 19.323.326 59.4S5.200
8 LANGIT 40, 31,848 785 0,0091 o.oo27772A4 0,00493199t 0.00172619!

0.003287377 0,011 3L19S€19
32.595.317

21,P111q

72.292.800
q 40 1.848 o0090 0,002251208 107 0,015991631 0.o05597071 28.s5

0,0014888{ 0,012 ?2.828.200
10

11

1.771 o.0206 91 o.01360035! 0,00476012( 25.14

MATARAH 40.131.848 57 o-o0851890( 0,00298161 4S.09 o.012095583 0,00120956r 0,oo8 0,00240874t 0.009

0.oo1828201 21 0,00313854r 0,00109849

-1s,99
0.00120956t 0,010 0,003115?s: 0.0071)l \raRAclrr I 40,131.848

n A1 )Oq5681 0.oot 0,01r qpq33847e4 o-008 21.764.721 61.896,500

40,1-3,1,9{_8

40.131.848

40.131.848

40,131.848

40.131.848

40.131.848

62.727.500
40.131.848



37.622.974
40,131.848

77.354,A27

1020s11

0,00239L272

40.131.848
23.742,051

55.917,600

551.537.500

35,392.456
138.155.600

40,131.848
72.314,600

73.047.40032.q15.551
0,01270363

40,131.848

40,131,848

0,001128930,021371

40.131.848

28.sx5.471

155531117
40,131,848 1.041.53s

40.r31.848

40,131,848

o nn1 17441 4

39,53

527,O4

42,49

12,03

0,011289304 0,00112893

30,32

26,
11 t1

4

40,4



40,131.848

40.131.848
40,131.848

40.131.848

40.131,848

M,7ra.2!2
74.297.234

5q4

528

nn 1 11 
'dl

0,00146024
55,5

o noo??611 45, 0.09_3!4!419

TAMTANG LAYANG, tb e@t zott

(ontro!!9!g!!g!g!!-

k)
ililian" oit" KabuPaten Barito

Timur
5.755.527,797

Pogu Alokasi Dasar i60%)

Pagu Bagian Formula (4qbl
.lumlah Desa

4.0s3 316.678
11.119 /e,

101



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : .....2017

1. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPD DARI DPMD
KABUPATEN BARITO TIMUR

___==_::::o::y2y::::::!:::y?:y_:_===::=::::::::::
Kepada :

Nomor :

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Penerbitan SPD

Dana Pembagian Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Ke Desa

Yth. Bupati Barito Timur

di-

Tq.miang Layang

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPD Dana Pembagian Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah .... .sebesar Rp.
(....... ..Rupiah) yang disertai dengan lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisah dari suratlnota perrnintaan ini
sebagai berikut :

1. Salinan Keputrrsan Bupati Barito Timur Nomor Tahr-n tentang
Penetapan Rincian Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa di
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2O><x sebanyak 2 (dua) rangkap.

2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Pernbagian Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Ke Desa Tahap ..... Desa Kec:amatan ........ Tahun Anggaran .......
sebanyak 2 (dua) rangkap.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah d:teliti dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian untuk maklum
KEPALA

DPI\ID KABUPATEN BARITO TIMUR,

Cap Instansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat
NIP........



I,'ORMAT PERMOHONAN
PBNYALURAN
I'EMBAGIAN HASIL
},AJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KE DESA DARI
}(EPALA DESA KEPADA
BUPATI BARITO TIMUR

Penting
1 {satu} berkas

Permohoaan Penyalu
Bagi Hasil Pajak dan
Daerah Ke DesaTahrrp
Tahun Anggaran 20xx.

Dalam rangkrr
Operasionai Badan

tentang Anggaran Pen
Realisasi Penyerapan

ERINTAH DESA

Dana
ibusi

mbiayaan krgiatan Belanja
saha Milik Desa, maka

Kepada:
Yth. Bupati Barito Timur

Cq. Kepala
Kab. Bartim, DPMD

di-
Tamiang Layang

Nomor
Sifat
Lampiran
Ha1

Tidak Terduga dan
dengan ini kami
Hasil Pajak dan

20:or sebesar Rp.
mengqjukan perm( penyaltLran Pembagian
Retribusi Daerah ke

....... {..... ....
Desa Tahair Tahun

Adapun mengenal
Retribusi Daerah ke:

ggunaan frana Pembagian Hasii Pajak dan
Tahap ... .... tertuang dalam Peraturan Desa

apatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan
Dana. Pemtragian Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Tahun An 20xx Tahatr) ......... sebagaimana terlampir.
Demikian per

Kasih.
kami, atas perhatian diueapkan tarima

KEPALADESA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Mengetahui
CAMAT.....

Cap instans

(tanda tangan)
nama lengkeip)

Pangkat
NIP-


